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Pemkot-Kejari MoU
di Bidang Hukum

PALU, MERCUSUAR - Untuk meminimalisir
pelanggaran di bidang hukum perdata,
termasuk dalam pengelolaan keuangan,
Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melakukan
Memorandum of Understanding (MoU) atau
penandatangan kesepahaman dengan
Kejaksaan Negeri Jakarta (Kejari) Kota Palu.

Wakil Pemkot dalam pe-
nandatangan nota kese-
pahaman itu adalah Wali-
kota Palu, Ketua DPRD Kota
Palu, Direktur Rumah Sakit
Umum Anutapura Palu dan
Kepala Dinas Perindagkop
UMKM. Sementara dari ke-

jaksaan ada Kepala Kejari
Kota Palu, Asnawi SH.

"Naskah kerja sama ini
merupakan salah satu upaya
bersama dalam menangani
berbagai permasalahan hu-
kum,” ungkap Walikota Palu,
Rusdy Mastura, di Hotel
Mercure Palu, malam tadi.

Kesepahaman bersama itu
meliputi litigasi maupun non
litigasi di bidang hukum per-

data dan Tata Usaha Negara "

(TUN) yang terjadi di lingkun-
pgan Pemkot palu. Dengan ada-

nya kerjasamaitu, diharapkan
dapat meminimalisir per-
masalahan hukum sehingga
dapat meningkatkan peranin-
stansi dalam penyelenggaraan
program pemerintahan yang
akan dilakukan. “Diharapkan
program pembangunan dapat
berjalan dengan baik tanpa
takut tersandung perkara hu-

kum. Tentunya, bila hal itu di-
lakukan sesuai dengan aturan
yang berlaku,” terangnya.
Penandatanganan MoU ini
juga dianggap sebagai suatu
langkah strategis. Sebab me-

rupakan langkah pencegahan ‘

dari tindak pidana korupsi.
Ditambahkan Asnawi, den-
gan MoU bantuan hukum ini
kejari telah banyak menyele-
matkan uang Negara. Kejari
telah menyelesaikan 10 Surat

WALIKOTA Palu Rusdy Mastura menandatangani kesepahaman di bi-
dang hukum bersama Kajari Palu, Asnawi di Hotel Mercure Palu, malam
tadi (11/3/2014). FOTO: ANDI BESSE/MS

Kuasa Khusus (SKK) dan te-
lah berhasil menyelamatkan
keuangan negara sebanyak
Rp64,338 juta dari DPPKAD.
Kemudian Dinas Prindagkop
sebanyak 10 SKK yang telah
diselesaikan dan dapat meny-
elamatkan keuangan Negara
sebanyak Rp9, 4 juta dan un-
tuk RSU Anutapura Palu ada
11 SKK yang telah selesaiakan
dengannominalkerugianuang
Negara yang dapat diselamat-

kan - sebesar Rp511,36 juta.
Sehingga jumlah keseluruhan
Rp587,134jutaatau setengah
miliar rupiah.

“Alhamdullilah berhasil kita
selamatkan kerugian negara,
walaupun nominalnya kita
lihattidak begitu signifikan na-
munada prosesyangjalan. Da-
lamarti sinergi antara Pemkot
dankejaksaan yang bermuara
dari MoU lebih meningkatkan
lagi,” terangnya. ass




